PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN

( StudiKasusPutusanNomor 43/Pid.B/2019/PN.Tgl ) by Maulida, Irvian Dwi
 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK 
PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN 
( StudiKasusPutusanNomor 43/Pid.B/2019/PN.Tgl ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKRIPSI 
Diajukanuntuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh 
Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum  
 
 
Oleh : 
IRVIAN DWI MAULIDA   
NPM.5116500102 
 
 
 
 
F A K U L T A S    H U K U M 
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 
2019 
 
 
 
ii 
 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA 
PENGGELAPAN DALAM JABATAN 
( StudiKasusPutusanNomor 43/Pid.B/2019/PN.Tgl ) 
 
 
 
IrvianDwiMaulida 
NPM.5116500102 
 
 
 
TelahDiperiksa dan DisetujuiolehDosen Pembimbing 
 
Pembimbing I 
 
 
 
 
Siswanto, S.H.,M.H. 
 Pembimbing II 
 
 
 
 
Dr. Sanusi, S.H.,M.H. 
 
Mengetahui, 
Dekan Fakultas Hukum 
 
 
 
 
Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I.,M.Ag. 
NIDN. 0615067604 
 
 
 
 
 
 
iii 
 
    HALAMAN PENGESAHAN 
 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA 
PENGGELAPAN DALAM JABATAN 
( StudiKasusPutusanNomor 43/Pid.B/2019/PN.Tgl ) 
 
 
IrvianDwiMaulida 
NPM.5116500102 
 
TelahDiperiksa dan Disahkan oleh: 
   Tegal,      Januari  2020 
Penguji I 
 
 
 
 
 
......................................... 
NIDN................................ 
 Penguji II 
 
 
 
 
......................................... 
NIDN................................ 
 
Pembimbing I 
 
 
 
 
Siswanto, S.H.,M.H. 
NIDN................................ 
  
Pembimbing II 
 
 
 
 
Dr. Sanusi, S.H.,M.H.  
NIDN................................ 
 
Mengetahui, 
Dekan, 
 
 
 
 
Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I.,M.Ag. 
NIDN. 0615067604 
 
 
 
iv 
 
HALAMAN PERNYATAAN  
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : IrvianDwiMaulida 
NPM : 5116500102 
Tempat/Tanggal Lahir  : Brebes, 7 Desember 1996 
Program Studi : Ilmu Hukum 
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM 
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM 
JABATAN(StudiKasusPutusanNomor 
43/Pid.B/2019/PN.Tgl ) 
 
Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, 
orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang 
lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka 
penulis bersedia gelar sarja Hukum (S.H.) yang penulis peroleh dibatalkan. 
       Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 
 
 
      Tegal,      Januari  2020 
      Yang Menyatakan 
 
 
 
      Irvian Dwi Maulida 
      NPM. 5116500102   
    
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
M O T T O 
 
 
 
Barangsiapa belajar satu bab daripada ilmu untuk diajarkan 
kepada manusia, maka aku akan berikan kepadanya pahala 
tujuh puluh orang shidiq/benar 
(HR.AbuMansyur)  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
vi 
 
                                                PERSEMBAHAN 
 
Sujud syukur ku persembahkan pada ALLAH yang maha kuasa, berkat dan 
rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang 
diberikan-NYA hingga saat ini ,saya dapat mempersembahkan skripsi ini untuk 
orang-orang tersayang : 
Kedua Orang Tuaku , Abah (Alm. H. Sutarmo) dan Mamah (Arim Mulyati) 
penyemangatku,yang tak pernah lelah membesarkan dan mendidik ku dengan 
penuh cinta, serta memeberikan ku dukungan,perjuangan dan pengorbanan hingga 
aku jadi seperti sekarang ini, terimakasih Abah, Mamah. 
My Husband (Ali Mukti. Murtado, SH)  yang selalu ada dalam suka maupun 
duka, yang mengajarkanku tentang arti sabar dan ikhlas, yang mengisi hari-hariku 
dengan canda tawa dan cinta kasihnya, serta Do’a yg di panjatkanya untuku, 
thanks for your love... 
 
Kakaku ( Meirlindya Nurafitya Sari, Amd, Keb) dan Kakak Iparku ( Abu Syahron 
Adzim) serta Keponakanku (Rosana Syahron) yang selalu ada untuk memberikan 
semangat dan motivasi untuk adik satu-satunya ini,  
Dan yang terakhir, untuk Calon Anaku, anak yang selama ini di nanti-nanti oleh 
kami untuk mewarnai kisah hidup kami dan sebagai pelengkap keluarga kecil kami. 
Terimakasih untuk kalian semua.    
 
 
 
 
 
 
vii 
 
                            KATA PENGANTAR 
 
 Dipanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas perkenan-
Nya penulis  dapat  menyelesaikan Skripsi dengan judul : 
PertanggungjawabanPidanadalamTindakPidanaPenggelapandalamJabatan(StudiKasu
sPutusanNomor 43/Pid.B/2019/PN.Tgl )sesuai dengan waktu yang direncanakan. 
 Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka 
penyelesaian studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum 
pada Faultas  Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 Berkenaan dengan penyusunan skripsi inilah, penulis menyampaikan  
penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang sebesar-besar kepada 
yang terhormat : 
1. Bapak Dr.H.Burhan Eko Purwanto,M.Hum, Rektor Universitas Pancasakti Tegal. 
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag, Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Pancasakti Tegal. 
3. Bapak Siswanto, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I  yang telah memberikan saran 
serta petunjuk yang berharga bagi penyelesaian skripsi ini. 
4. Bapak Dr. Sanusi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II  yang telah memberikan 
saran serta petunjuk yang berharga bagi penyelesaian skripsi ini. 
5. Kapolres Tegal, beserta staf yang telah memberi ijin penelitian 
6. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf yang telah membimbing dan membantu 
melancarkan penulis dalam menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas 
Pancasakti Tegal. 
 
 
 
viii 
 
7. Semua pihak yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan, baik secara 
langsung maupun tidak langsung yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu 
sehingga terselesaikannya Skripsi ini. 
Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan  dalam 
penyusunan skripsi ini, sehingga masih jauh dari sempurna. Oleh karena itulah kritik 
konstruktif senantiasa penulis diharapkan. 
 Akhir kata, penulis berharap semoga  skripsi ini dapat bermanfaat baik di 
lingkungan akademik maupun lingkungan masyarakat pada umumnya. 
 
 
 
 
      Tegal,      Januari 2020 
 
      Penulis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ix 
 
                                                     ABSTRAK 
 
Fenomena perjudian tetap menjadi isu actual dan menarik sekali oleh karena judi 
yang dikatakan telah seusiaumur manusia dalam perkembangannya masih menjadi 
kegiatan yang dapat ditemukan praktiknya di sekitar kita. 
         Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi (1) penggelapan dalam jabatan 
diatur dalam hukum positif Indonesia, (2) pertanggungjawaban pidana bagi pelaku 
penggelapan dalam jabatan, (3) pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap 
tindak pidana bagi pelaku penggelapan dalam jabatan (Putusan Nomor 
43/Pid.B/2019/PN.Tgl ).  
        Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) data-data 
atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan 
baik berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya 
yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum 
sekunder, pendekatan bersifat normatif (legal research). Pendekatan yuridis 
normative yakni pendekatan yang dilakukan dalam bentuk mencari kebenaran 
dengan melihat asas-asas dalam ketentuan baik masalah perundangan 
        Hasil penelitian, (1) tindak pidana pengelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 
372 –Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun tindak 
pidana penggelapan dalam jabatan merujuk pada Putusan Nomor 
43/Pid.B/2019/PN.Tgl. adalah terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan 
melanggar Pasal 374 KUHP, (2) Pertanggungjawaban pidana merujuk pada putusan 
Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Tgl. pemidanan terhadap terdakwa ANH bin AJ selama 1 
Tahun 3 bulan yang menimbulkan kerugian pada korban sebesarRp.135.376.335 
cukup mencerminkan suatu keadilan dan tujuan pemidanaan itu sendiri, (3) 
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana secara yuridis, Hakim terlebih dahulu 
menguraikan unsur-unsur dari Pasal 374 KUHPidana Undang Undang Nomor 8 
Tahun 1981. Dalam perkara tersebut, dipertimbangkan dakwaannya melanggar Pasal 
374 KUHPidana. Unsur-unsurnya yakni (a) barang siapa; (b) secara melawan 
hukum; (c) memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 
lain; (d) yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan 
karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat 
upahuntukitu. 
 
Kata kunci :pidana, penggelapan dalam jabatan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
          Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan 
secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan 
ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya 
jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (equality before the 
law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan 
dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum1. 
Dalam kontek perlakuan yang sama di hadapan hukum, artinya hukum 
diperlakukan dengan tanpa memandang orangnya. Di samping itu, semua warga 
negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tiada kecualinya. 
         Tujuan dari hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari masalah sosial 
yang ada, dan pada prinsipnya hukum merupakan pernyataan dan kenyataan yang 
beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan berkehendak 
seseorang.2 Menjunjung hukum dapat diartikan mematuhi hukum. Kepatuhan 
terhadap hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keihlasan mematuhi 
hukum. Terhadap warga negara yang tidak menjunjung hukum disebut melakukan 
pelanggaran hukum. Anggapan bahwa seorang itu telah melakukan perbuatan 
                                                          
1 Leden Marpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan). 
Jakarta:Sinar Grafika. 2008. hlm.271 
2 Sri Warjiyati. Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 
2018, hlm.73 
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hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya dengan cermat  dan teliti karena 
adanya praduga tak bersalah (persumption of innocent).3  
       Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat yakni 
penggelapan. Seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di 
dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP (buku dua) Pasal 372-377. 
Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan 
yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus 
menjadi sorotan. Timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab 
timbulnya kejahatan itu sendiri.  
         Hal ini dikarenakan bahwa penggelapan merupakan bagian dari kejahatan 
yang diatur di dalam KUHP. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak 
pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi 
tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang 
melakukan kejahatan.   
         Penggelapan jabatan yang akhir-akhir ini telah merajalela di seluruh sektor 
kehidupan, mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai milyaran rupiah. 
Yang pada dasarnya penggelapan jabatan merupakan tindak pidana korupsi yang 
diperangi oleh seluruh masyarakat. Serta meningkatnya tindak pidana korupsi ini 
telah menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia, untuk itu diperlukan 
upaya penegakkan hukum secara sungguhsungguh. Berbagai tindakan yang 
tergolong tindak pidana korupsi ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan.  
                                                          
3  Leden Marpaung.  Op cit hlm.3    
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         Secara umum peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikategorikan 
menjadi dua, yakni tindak pidana korupsi dalam KUHP dan di luar KUHP. Tindak 
pidana yang diatur dalam KUHP meliputi tindak pidana suap, tindak pidana 
penggelapan, tindak pidana pemerasan, tindak pidana berkenaan dengan 
pemborongan atau rekanan, tindak pidana berkaitan dengan peradilan, tindak 
pidana melampaui batas kekuasaan, dan tindak pidana pemberatan saksi.  
         Kejahatan penggelapan dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. 
Seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian 
kejahatan yang diatur di dalam KUHP (buku dua) Pasal 372-377. Penggelapan 
termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di 
dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. 
Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab- sebab 
timbulnya kejahatan itu sendiri. Penggelapan seperti yang diuraikan sebelumnya 
adalah merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Oleh karena 
itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan 
dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab 
yang mendorong seseorang melakukan kejahatan pada umumnya.  
          Dalam perspektif Antropologi  sebagai ilmu tentang manusia dan tentang 
ciri- ciri tubuh manusia merupakan istilah yang sangat tua. Artinya, istilah ini 
dipergunakan dalam arti lain, yaitu ilmu tentang ciri- ciri tubuh manusia. Dalam 
pandangan kriminologi yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan 
dengan cara mempelajari bentuk tubuh seseorang. Mazhab Antropologi ini 
berkembang sekitar tahun 1830-1870 yang dipelopori oleh Gall dan Spurzheim. 
Menurut Yoseph Gall bahwa bakat dan watak manusia ditentukan oleh otak dan 
4 
 
 
 
sebaliknya otak memberi pengaruh pula pada bentuk tengkorak. Oleh karena itu, 
tengkorak dapat diperhatikan dan diukur, maka pembawaan, watak dan bakat 
manusia dapat dipelajari secara ilmiah4 
         Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan 
yaitu  mentalitas pegawai. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah 
terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan 
martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak 
dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan. 
Pegawai yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan 
adalah amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun ada 
kesempatan.5  
        Tindak penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam 
ataupun di luar lingkungan kantor,  atau instansi, atau perusahan, namun pada 
umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, 
karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang 
berada di dalam perusahan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit 
untuk melakukan tindak penggelapan. Setiap perusahaan atau institusi apapun 
juga rentan akan terjadinya penggelapan.  
        Tindak penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam 
ataupun di luar lingkungan perusahan atau instansi, namun pada umumnya 
dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena 
                                                          
4 H.M. Ridwan & Ediwarman. S, Azas-Azas Kriminologi, USU Press, Medan, 1994, Hal 65 
5 Mahendri Messie. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan 
Pasal 415 KUHP.  Lex Crimen Vol. VI/No. 7/Sep/2017. Hlm. 3  
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biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada 
di dalam perusahan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk 
melakukan tindak penggelapan.  
         Salah satu kasus tindak pidana penggelapan jabatan menujuk pada putusan 
Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Tgl, yang terjadi adalah sebagai berikut : 
“seorang perempuan bernama ANH  bekerja di CV. Tuton dibagian 
marketing sebagai sales sejak tanggal 11 Januari 2011 sesuai surat 
pengangkatan No.0120/SPKT/HDR/XI/2011 tanggal 1 Januari 2011. Dalam 
melaksanakan tugasnya selaku sales dari kurun waktu bulan Desember 2017 
sampai dengan bulan September 2018 telah menjual barang barang milik 
CV. Tuton membuat Order/ pesanan barang yang akan dijual kepada toko-
toko (Konsumen) dan mengajukannya kepada bagian Admin selanjutnya 
barang-barang pesanan tersebut setelah keluar dari bagian gudang diantar 
kepada toko-toko yang telah memesannya dan setelah diterima kemudian 
dengan mempergunakan 19 (sembilan belas) lembar Nota Tagihan dari CV. 
Tuton dengan namanya sendiri terdakwa melakukan penagihan, Bahwa 
setelah menerima uang tagihan dan setelah menerima uang pembayaran dari 
toko-toko (Konsumen) tanpa seijin/tanpa sepengetahuan pihak CV. Tuton 
selanjutnya uang tersebut tidak di setorkan kepada CV. Tuton tetapi uang 
tersebut untuk kepentingan pribadi ANH”. 
 
    Dalam perpektif  pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan 
perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum merupakan bagian yang 
terpenting dalam proses persidangan. Pada tahap pembuktian inilah dapat 
diperoleh fakta-fakta persidangan, seperti kebenaran materiil yang akan di 
dapatkan melalui tahap ini, untuk tahap-tahap persidangan mulai dari pembacaan 
dakwaan sampai dengan agenda putusan yang tentu saja tidak dapat dipisahkan 
dengan tahap persidangan yang lain.   
 Sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif 
menyebutkan bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan 
pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-
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undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu.6  Untuk meyakinkan 
hakim dalam mencari kebenaran materiil maka diperlukan alat-alat bukti. Alat 
bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan 
dimana alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian.   
  Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan secara limitatif mengenai 
alat bukti yang sah menurut undang-undang. Majelis hakim, penuntut umum, 
terdakwa atau penasihat hukum tidak diperbolehkan menggunakan alat bukti lain 
di luar alat bukti yang diatur dalam pasal tersebut karena tidak mempunyai nilai 
serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.  Adapun alat bukti 
yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu meliputi :  Pasal 1 angka 
27 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi ialah salah satu alat bukti 
dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa 
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan 
menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.  
Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang 
paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana 
selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya 
disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan 
pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi7. 
                                                          
            6 Andi Hamzah, Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Cetakan keenam. Edisi 
Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 256 
7 M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan 
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali). Cetakan kedua belas. Edisi 
Kedua. Jakarta: Sinar Grafika 2020. Hlm. 56 
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Hal penting yang tidak terlepas dari kasus tersebut di atas, salah satunya 
adalah pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindak pidana penggelapan 
tersebut.  Dalam kontek kesalahan sebagaiamana pendapat Pompe, bahwa 
kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (verwijtbaarheid) kelakuan 
yang bersifat melawan hukum di dalam perumusan hukum positif berarti 
mempunyai kesengajaan dan kealpaan yang mengarah pada sifat melawan hukum 
dan kemampuan bertanggung jawab.8 Sedangkan Vos memandang pengertian 
kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yakni (a) kemampan tanggungjawab dari 
orang yang melakukan perbuatan (b) hubungan batin tertent dari orang yang 
melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan, (c) tidak 
terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab bagi si pembuat atas 
perbuatan itu.9 
Dalam sistem pemidanaan, ada hal penting yaitu sanksi, sebagai 
keseluruhan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan oleh undang-
undang dimulai dari penahanan tersangka, penuntutan terdakwa, sampai pada 
penjatuhan vonis oleh hakim. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah 
yang dilakukan seseorang melalui pengenaai penderitaan, agar yang bersangkutan 
menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebh terarah pada upaya memberi pertologan 
pada pelaku agar berubah. 
Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah di atas, maka akan dikaji 
“Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan 
(Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Tgl)”, sebagai judul penelitian.   
                                                          
        8 Teguh Prasetyo. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Nusa Media. Bandung. 2010. Hlm.50 
         9 Teguh Prasetyo. Op cit hlm.51 
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B. Perumusan Masalah 
         Masalah yang hendak dirumuskan  merujuk pada uraian singkat latar 
belakang masalah di atas adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penggelapan dalam jabatan diatur dalam hukum posistif 
Indonesia? 
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggelapan dalam 
jabatan?  
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap tindak pidana 
bagi pelaku penggelapan dalam jabatan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk megetahui penggelapan dalam jabatan diatur dalam hukum positif 
Indonesia. 
2. Untuk megetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggelapan dalam 
jabatan. 
3.  Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap tindak 
pidana bagi pelaku penggelapan dalam jabatan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
             Hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah wawasan 
pengetahuan ilmu hukum pidana, khususnya tentang (a) penggelapan dalam 
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jabatan, (b)  pertanggungjawaban pidana, dan (c)  pertimbangan hukum Hakim 
dalam penjatuhan sanksi tindak pidana penggelapan dalam jabatan. 
2. Manfaat Praktis 
        Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk memahami (a) 
penggelapan dalam jabatan, (b)  pertanggungjawaban pidana, dan (c)  
pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan sanksi tindak pidana 
penggelapan dalam jabatan  
 
E. Tinjauan Pustaka 
         Dalam kaitannya dengan penelitian terdahulu di atas, tentu bukan 
dimanfaatkan untuk dijiplak, melainkan meneliti kembali aspek-aspek yang 
disarankan oleh para peneliti dalam penelitian sebelunya, sehingga peneliti 
selanjutnya bisa memberikan kontribusi teoretik maupun manajerial yang 
berharga, dengan demikian penelitian tersebut terus berkembang. Beberapa 
penelitian yang terdahulu tersebut, antara lain : 
1. Mahendri Massie meneliti tentang “Tindak Pidana Penggelapan Dalam 
Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP” hasil penelitiannya 
adalah (a) faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengelapan dalam 
jabatan meliputi: Mentalitas seseorang, pemenuhan kebutuhan, adanya niat dan 
kesempatan, sifat tamak dari manusia. (b) ketentuan juridis tindak pidana 
penggelapan dengan menggunakan jabatan diatur di dalam buku II KUHP Bab 
XXIV Pasal 374 KUHP yang mana merupakan tindak pidana penggelapan 
dengan pemberatan yang unsur-unsur tindak pidananya terdiri atas unsur-unsur 
tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang terdapat dalam Pasal 372 
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KUHP ditambah dengan unsur-unsur khusus yang memberatkan. Bahwa 
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam 
terdapat baik dalam ketentuan pidana umum dan ketentuan perundang-
undangan pidana khusus. 
2. Yuni Widayanti, meneliti tentang “Analisis Yuridis tentang Pembuktian 
Dakwaan dengan Saksi-Saksi yang Dibacakan oleh Penuntut Umum dalam 
Pemeriksaan Perkara Penggelapan dalam Jabatan  (Studi Putusan Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1182/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst.)” Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dalam proses pembuktian dakwaan Penuntut Umum tidak 
dapat menghadirkan para saksi sehingga hakim meminta Penuntut Umum 
untuk membacakan keterangan saksi. Pembuktian dakwaan dengan saksi-saksi 
yang dibacakan oleh penuntut umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan 
ini tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, karena berdasarkan ketentuan Pasal 
185 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti 
ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi-saksi 
yang dibacakan oleh penuntut umum dipertimbangkan oleh Hakim dengan 
ketentuan bahwa keterangan saksi-saksi memiliki kesesuaian dengan 
keterangan terdakwa serta alat bukti faktur penagihan. Kesaksian yang 
dibacakan oleh penuntut umum tersebut dalam hal ini hakim juga ikut 
dipertimbangkan karena dapat dijadikan alat bukti petunjuk yang dapat 
menimbulkan keyakinan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan Pasal 
183 KUHAP. 
3. Alfian Nunung Pradana, meneliti tentang  “Dasar Hukum Penuntut Umum 
Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum 
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dalam Perkara Penggelapan dalam Jabatan Secara Berlanjut (Studi Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 1315 K/PID/2014)”, hasil penelitiannya bahwa 
Pengadilan Negeri Padangsidempuan memutus terdakwa tidak bersalah dengan 
dasar pertimbangan Majelis Hakim karena diketemukan adanya alasan pemaaf 
sehingga perbuatan terdakwa menjadi hapus/hilang sama sekali.  Dasar hukum 
penuntut umum dalam mengajukan kasasi adalah Hakim Pengadilan Negeri 
Padangsidempuan keliru menafsirkan unsur melawan hukum yang terdapat 
dalam Pasal 372 KUHP sehingga mengkategorikan perbuatan terdakwa sebagai 
perbuatan dengan alasan pemaaf (overmacht). Penuntut umum mengajukan 
kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan dikabulkan oleh 
Mahkamah Agung yang menyetujui alasan kasasi penuntut umum bahwa 
Pengadilan Negeri Padangsidempuan salah menafsirkan hukum. 
         Kajian penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya tentu 
harus relevan dengan tindak pidana  penggelapan jabatan yang hendak diteliti. 
Hasil-hasil penelitian mengenai tindak pidana penggelapan jabatan di atas,  
apabila dibandingkan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, maka terdapat 
perbedaan, yakni ketentuan juridis tindak pidana penggelapan dengan 
menggunakan jabatan diatur di dalam buku II KUHP Bab XXIV Pasal 374 KUHP 
hal ini merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang unsur-
unsur tindak pidananya terdiri atas unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam 
bentuk pokok yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur-unsur 
khusus yang memberatkan. Adapun tindak pidana penggelapan jabatan yang akan 
dikaji fokusnya adalah (1) penggelapan dalam jabatan dalam hukum positif, (2) 
pertanggungjawaban pidana penggelapan dalam jabatan, dan (3) pertimbangan 
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hakim dalam pemidanaan pelaku penggelapan dalam jabatan. Dasar putusannya 
adalah putusan Nomor 20/Pid.Sus/2011/PT. Tipikor.Smg. Adapun pada penelitian 
terdahulu berproses pada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ada yang 
berproses sampai pada tingkat Mahkamah Agung, dengan Putusan Nomor 1315 
K/PID/2014.  
 
E. Metode Penelitian 
Metode dipahami sebagai jalan atau cara untuk memikirkan dan memeriksa 
sesuatu menurut rencana tertentu, menyangkut cara kerja untuk dapat memahami 
objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.10 Penelitian merupakan 
suatu kegiatan imiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang 
dilakukan secara metodologis sistematis dan konsisten.11 Dalam kontek penelitian 
ini, maka metode penelitian dipahami sebagai cara kerja dalam kegiatan ilmiah 
yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi hukumnya  mengenai penggelapan 
dalam jabatan.  Uraian singkan terkait dengan metode penelitian adalah sebagai 
berikut: 
1. Jenis Penelitian 
        Jenis penelitian ini, adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) 
hal ini mengingat data-data atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan 
penelitian tersebut berasal dari kepustakaan baik berupa buku jurnal, literature, 
buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti yakni (a) penggelapan dalam jabatan, (b)  
                                                          
             10 Jimmy P, dan Marwan. Kamus Hukum. Yogjakarta: Gama Press. 2009. hlm.434 
             11 Soekanto, Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press. 2014.hlm.42 
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pertanggungjawaban pidana, dan (c)  pertimbangan hukum Hakim dalam 
penjatuhan sanksi tindak pidana penggelapan dalam jabatan.  
2. Pendekatan Penelitian 
         Menurut Bambang Waluyo metode pendekatan apa yang sekiranya akan 
diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Apakah menggunakan 
metode pendekatan yang bersifat normatif (legal research), atau menggunakan 
metode empiris (yuridis sosiologis), atau dapat juga menggunakan  gabungan 
antara kedua pendekatan tersebut.12   Dalam penelitian ini pendekatan yang 
digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang 
dilakukan dalam bentuk untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas 
dalam ketentuan baik masalah perundangan, teori-teori, konsep-konsep serta 
peraturan yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan ini dimaksudkan 
untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar mengenai 
Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan 
(Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/Pn.Tgl).  
3. Sumber Data  
         Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data 
yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data 
sekunder terdiri dari: 
a. Bahan Hukum Primer,  yang meliputi: 
1) Undang Undang Dasar  1945 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
                                                          
           12 Bambang Waluyo. Op cit. hlm.17 
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4) Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Tgl 
b. Bahan Hukum Sekunder,  yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang 
diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. 
Bahan hukum sekunder meliputi: jurnal, literature, buku, laporan 
penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti. 
4. Metode Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data dan 
memperoleh data yang akan diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai 
dengan yang diharapkan. Teknik pengumpulan data antara lain studi 
kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan 
maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis 
secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan 
dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk 
memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan, 
yaitu hal-hal yang bersifat khusus. 
5. Metode Analisis Data 
        Hal yang penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah teknik 
analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.13        
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Kualitatif 
artinya data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa kata-kata (bukan 
                                                          
13 Soerjono Soekanto Op Cit, hlm.280 
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angka), gambar, rekaman identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan 
diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. 
 
G. Sistematika Penulisan 
        Sistematika penulisan penelitian ini direncanakan terdiri dari empat bab 
sebagai berikut. 
       Bab  I Pendahuluan,  dalam bab ini dikemukakan mengenai  (a) latar 
belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) 
manfaat penelitian, (e) metode penelitian dan (f) sistematika penulisan 
        Bab  II  Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi mengenai (a) tinjauan umum 
tindak pidana, (b) penggelapan, (c) sanksi pidana penggelapan dalam 
jabatan. 
Bab III    Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang (a) Penggelapan dalam 
jabatan diatur dalam hukum positif Indonesia, (b) pertanggung-
jawaban pidana bagi pelaku penggelapan dalam jabatan, (c) 
pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap tindak pidana 
penggelapan dalam jabatan, (d) pembahasan  
Bab  IV   Penutup,  dalam bab ini  berisi (a) simpulan dan (b) saran. 
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BAB  II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
           Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan 
dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih 
menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau 
berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu 
sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan 
yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu 
aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga 
tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.   
         Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya 
Asas-Asas Hukum Pidana, dikatakan bahwa: "Perbuatan pidana merupakan 
suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum 
pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri 
tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian 
yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, 
sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan 
ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai 
sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. 
        Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa perbuatan 
pidana maksudnya adalah, bahwa: "Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada 
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sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan 
bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam14.  
         Menurut Simons, strafbaarfeit yang dikutip oleh P.A..F. Lamintang 
mengatakan bahwa: "Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas 
tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 
tindakan yang dapat dihukum". J.E.Jonkers, yang dikutip oleh Martiman 
Prodjohamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana 
Indonesia, memberikan definisi strafbaarfeit menjadi dua pengertian, yaitu:  
a. Definisi pendek memberikan pengertian bahwa strafbaarfeit adalah suatu 
kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.  
b. Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa strafbaarfeit adalah suatu 
kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa 
oleh orang dapat dipertanggungjawabkan.15  
        Pada umumnya di dalam hukum pidana perumusan mengenai tindak 
pidana dijabarkan sebagai berikut (a) suatu perbuatan manusia yang dalam ini 
hal meliputi kejahatan pelanggan, termasuk juga pengabadian (mengabaikan) 
dan kelalaian, (b) perbuatan tersebut di larang dan diancam dengan hukuman 
atau sanksi, (c) perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia yang dapat 
bertanggung jawab atau dapat mempertanggungjawabkan perbutannya.16         
                                                          
             14 Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1990, 
hlm.67   
           15 Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Pradnya 
Paramita, Jakarta, 1994, hlm.15-16 
           16 Chairul Huda. Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggujawaban 
tanpa kesalahan, Jakarta: Kencana. 2008. hlm 12 
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Beberapa pakar hukum pidana memberikan pengertian hukum pidana sebagai 
berikut:  
a. Simons  
Strafbaar feit adalah perbuatan melawan hukum berkaitan dengan 
kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab.kesalahan 
dimaksud meliputi kesengajaan (dolus) dan alpa  atau lalai (culpa lata) yang 
mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (criminal act) dan 
pertanggung jawaban (criminal liability).17  
b. Van hamel  
“Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan 
hukum, sfrafwardig (patut atau bernilai pidana) dan dapat dicela karena 
kesalahan (enaan schuld witijen)18   
c. Rusli Effendy  
“Perbuatan yang dapat dihukum adalah perbuatan yang oleh hukum 
pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar 
larangan”19 
d. Moeljatno  
Menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang 
oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 
                                                          
            17 Andi Zainal Abidin Farid, Bentuk – Bentuk Khusus Perwujud Delik (Percobaan , 
Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. 
hlm 224. 
18 Ibid, hlm 224 
19 Moeljatno, 2005, Asas – Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 12.  
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berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut.20   
e. J.E. Jonkers  
Memilih istilah peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melawan 
hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau 
kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.21   
f. Pompe  
Bahwa peristiwa pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:   
Segi teori, maka peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah atau 
pelanggaran tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan 
harus diberikan hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan 
menyelamatkan kesejahteraan umum. Segi positif, bahwa peristiwa pidana 
adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya pidana.22  
         Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dikatakan perbuatan pidana apabila 
di dalamnya terdapat unsur melawan hukum, di mana perbuatan tersebut akan 
dikenakan sanksi (hukuman) dan berlaku pada siapa saja yang melanggar 
larangan tersebut.   
        Dengan demikian perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan 
perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai 
perbuatan yang menghambat tercapainya tata pergaulan dalam masyarakat 
                                                          
20 Ibid, hlm 71. 
21 Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Megenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm 75 
22 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. hlm 4. 
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seperti yang dicita-citakan masyarakat, perbuatan itu juga harus memenuhi 
unsur formil dan materil, unsur formil adalah unsur yang sesuai dengan 
rumusan Undang-undang, dan unsur materil adalah yang bersifat melawan 
hukum atau tidak sesuai dengan dicita-citakan mengenai pergaulan masyarakat. 
Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan 
Undang-undang atau Peraturan lainnya, yaitu perbuatan tersebut dikenai 
tindakan penghukuman. 
2. Unsur-unsur  Tindak Pidana 
         Dari beberapa perumusan Strafbaarfeit jelas bahwa adanya suatu 
perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang 
sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. 
Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dibedakan 2 macam 
unsur yaitu: unsur subjektif dan unsur objektif.   
        Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak 
pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidak 
sangajaan (dolus atau culpa), maksud pada suatu percobaan. Macam-macam 
maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pembunuhan, 
pencurian, penipuan. merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP23.          
Kemudian yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada 
hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu 
perbuatan telah dilakukan.  
                                                          
          23 Leden Marpaung, Hukum Pidana Bagian Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm.9 
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         Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :  Sifat melawan 
hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku. 
syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak 
dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggung 
jawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh 
seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari 
ancaman orang lain yang mengganggu keselamatanya dan dalam keadaan 
darurat.  
           Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. 
Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa 
orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh 
ketentuan hukum. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan 
yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata- nyata 
bertentangan dengan aturan hukum. 
         Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan 
yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu 
dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya 
yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan 
tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu 
melaksanakan hukuman tertentu.  
          Dengan mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana 
berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup  beberapa hal 
yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya 
perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan 
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adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya 
alasan pembenaran dan pemaaf. 
 
B. Tinjauan Penggelapan dalam Jabatan  
1. Pengertian Penggelapan 
       Kata penggelapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, 
cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang mengguna-
kan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan 
dapat dikatakan sebagai perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan 
mengingkari janji tanpa perilaku yang baik. Lamintang dan Djisman Samosir 
mengatakan akan lebih tepat jika istilah penggelapan diartikan sebagai 
‘penyalahgunaan hak’ atau ‘penyalahgunaan kepercayaan’. Van Haeringen, 
seperti yang di kutip Lamintang dan Djisman Samosir memberi arti pada istilah 
“verduistering” atau “penggelapan” itu sebagai “geheel donker maken” 
ataupun sebagai “uitstralinc van licht beletten” yang artinya “membuat 
segalanya menjadi gelap” atau “menghalangi memancarnya sinar”.  
          Penggelapan dalam Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) adalah barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki 
suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam 
kekuasaannya bukan karena kejahatan. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan 
Unsur-unsur penggelapan yaitu: 
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b. Unsur subyektif, unsur ini berupa kesengajaan pelaku, untuk 
menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal 
Undang-undang melalui kata : “dengan sengaja”. 
c. Unsur oyektif, yang terdiri atas : 
1) Unsur barang siapa. 
Unsur barang siapa diatas menunjukkan orang, apabila orang tersebut 
memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan, maka ia disebut 
pelaku atau “dader” dari tindak pidana yang bersangkutan. 
2) Unsur menguasai secara melawan hukum.  
Unsur menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki), maksud 
unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah 
benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak 
yang membuat benda tersebut berada padanya. 
3) Unsur suatu benda. 
Suatu benda ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-
pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut “benda bergerak”. 
4) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. 
Seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain. Sebagaimana 
keterangan Simons, “penggelapan atas benda yang sebagian merupakan 
kepunyaan orang lain itu dapat saja terjadi”. Barang siapa atas biaya 
bersama telah melakukan suatu usaha bersama dengan orang lain, ia tidak 
boleh menguasai uang milik bersama itu untuk keperluan sendiri. 
 
5) Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan. 
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       Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan, harus 
ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu 
benda. 
3. Bentuk Tindak Pidana Penggelapan 
Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan yang terdiri 
dari 6 Pasal yaitu Pasal 372 - 377. Dengan melihat cara perbuatan yang 
dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu : 
a. Penggelapan dalam bentuk pokok 
Kejahatan penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 KUHP 
sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Benda yang menjadi objek 
kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya. Pasal 372 KUHP 
menyatakan:  ‘Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak 
sesutu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang 
lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum 
karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama- lamanya empat tahun 
atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah‘.  
Rumusan penggelapan tersebut di atas, jika dirinci  terdiri dari unsur-
unsur sebagai berikut : 
1) Unsur-unsur objektif, adalah : 
a) Perbuatan memiliki. 
b) Sesuatu benda. 
c) Yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain. 
d) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. 
2) Unsur-unsur subjektif, adalah : 
25 
 
 
 
a) Dengan sengaja. 
b) Dan melawan hukum.24 
b. Penggelapan ringan ( Lichte Verduistering ) 
Dikatakan penggelapan ringan, bila objek dari kejahatan bukan dari 
hewan atau benda itu berharga tidak lebih dari Rp 250,-. Besarnya ketentuan 
harga ini tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Namun demikian 
dalam praktek disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada 
pertimbangan hakim. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP dengan 
ancaman hukuman selama- lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 900,-.  
Pasal 373 KUHP menentukan bahwa " Perbuatan yang diterangkan 
dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak 
lebih dari Rp 250,-, dihukum, karena penggelapn ringan, dengan hukuman 
penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- " 
Berdasarkan uraian di atas, maka yang merupakan unsur-unsur untuk 
memenuhi penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 373 adalah : 
1) Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372. 
2) Unsur-unsur yang meringankan, yaitu : 
a) Bukan ternak. 
b) Harga tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.25 
Penggelapan ini menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan 
                                                          
24 Adam chazawi kejahatan terhadap harta benda,bayumedia malang 2003 hal 70 
  
25 Adam chazawi kejahatan terhadap harta benda,bayumedia malang 2003 hal 70 
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nilainya tidak lebih dari Rp 250,00. Dengan demikian terhadap ternak tidak 
mungkin terjadi penggelapan ringan. Di dalam Pasal 101 KUHP dinyatakan 
" yang dikatakan hewan, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang 
memamah biak dan babi " Binatang yang berkuku satu misalnya kuda, 
keledai dan sebagainya sedangkan binatang yang memamah biak misalnya 
sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya. Harimau, anjing, kucing bukan 
termasuk golongan hewan karena tidak berkuku satu dan juga bukan 
binatang yang memamah biak32. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp 
250,00 itu adalah nilai menurut umumnya, bukan menurut korban atau 
menurut petindak atau orang tertentu. 
c. Penggelapan dengan pemberatan ( Gequaliviceerde Verduistlring ) 
Kejahatan ini diancam dengan hukuman yang lebih berat. Bentuk-
bentuk penggelapan yang diperberat diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP. 
Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan 
pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang 
menguasai benda yang digelapkan.33  Pasal 374 mengatakan bahwa" 
Penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung 
dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, 
dihukum penjara selama-lamanya lima tahun" 
Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai 
berikut : 
1) Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok ( Pasal 372) 
Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam 
kekuasaan petindak disebabkan oleh : 
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a) Karena ada hubungan kerja. 
b) Karena mata pencaharian. 
c) Karena mendapatkan upah untuk itu. 
         Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga 
hal di atas, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang 
menguasai dengan benda, menunjukan kepercayaan yang lebih besar 
pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih 
memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalah-
gunakan kepercayaan yang besar itu.34 
           Bentuk kedua dari penggelapan yang diperberat terdapat dalam 
rumusan Pasal 375 KUHP  ‘penggelapan yang dilakukan oleh orang yang 
karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, 
pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, 
tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya 
yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun’.  
       Apabila rumusan di atas dirinci, maka unsur-unsur yang memenuhi 
pasal tersebut adalah : 
a) Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372 
b) Unsur-unsur yang memberatkan, yaitu : 
(1) Oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk 
disimpan. 
(2) Terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka 
sebagai wali, pengampu, pengurus yang menjalankan wasiat, 
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pengurus lembaga sosial atau yayasan.26 
2) Unsur-unsur yang memberatkan yang lain adalah : 
a) Hubungan kerja 
        Hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai 
bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya, secara 
konkret hubungan antara karyawan swasta dengan majikannya, 
misalnya pelayan toko terhadap pemilik toko ataupun karyawan PT 
terhadap anggota direksi PT. Dan barang- barang yang dikuasai oleh 
bawahannya itu harus ada hubungannya dengan tugas atau 
pekerjaaannya. Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 16-2-1942 
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah 
pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, misalnya 
pengurus dari suatu Perseroan Terbatas.  
b) Mata pencaharian/ jabatan (beroep) 
    Selain diterjemahkan dengan mata pencaharian, juga 
diterjemahkan karena jabatan atau dengan pekerjaan. Dalam hal ini 
maka terdakwa melakukan penggelapan dikarenakan jabatannya di 
dalam pekerjaan atau mata pencahariannya. Seorang bendahara yang 
merupakan pengurus keuangan dari suatu perusahaan mempunyai 
hubungan menguasai antar dia dengan uang yang diurus dan menjadi 
tanggung jawabnya dikarenakan jabatan yang dimilikinya. Namun 
apabila menyalahgunakan uang yang menjadi tanggung jawab dan 
berada dalam pengurusannya itu, misalnya digunakan untuk keperluan 
                                                          
26 H.A.K Moch. Anwar, Op. Cit, Hal 38 
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sehari-hari maka telah terjadi penggelapan dalam hal ini. 
c) Mendapat upah khusus 
Maksud dari mendapat upah khusus adalah bahwa seseorang 
mendapat upah tertentu berhubung dengan ia mendapatkan suatu 
kepercayaan karena suatu perjanjian oleh sebab diserahi sesuatu 
benda. Sebagai contoh seorang pekerja stasiun membawakan barang 
orang penumpang dengan upah uang, akan tetapi barang tersebut 
digelapkan oleh pekerja tersebut hal ini termasuk dalam penggelapan 
dengan pemberatan dikarenakan barang yang digelapkan tadi berada 
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.27  
d. Penggelapan dikalangan keluarga 
Penggelapan dalam keluarga diatur dalam pasal 376 KUHP. Dalam 
kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, 
penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka 
dapat menjadi: Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap 
petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya ( Pasal 376 ayat 1 
KUHP). 
  
Tindak pidana aduan, tanpa adanya pengaduan baik terhadap 
petindaknya maupun pelaku pembantunya maka tidak dapat dilakukan 
penuntutan (Pasal 376 ayat 2 KUHP).28  Penggelapan dalam keluarga diatur 
                                                          
27 Adami Chazawi, Op. Cit, Hal 88  
 
28 Adam Chazawi, Op. Cit, Hal 94 
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dalam pasal 367 KUHP, dimana dimaksudkan dengan penggelapan dalam 
keluarga itu adalah jika pelaku atau pembantu salah satu kejahatan adalah 
suami atau istri atau keluarga karena perkawinan, baik dalam garis 
keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyamping dari derajat 
kedua dari orang yang terkena kejahatan itu. Di dalam hal ini apabila pelaku 
atau pembantu kejahatan ini adalah suami atau istri yang belum bercerai 
maka pelaku pembantu ini tidak dapat dituntut. Apabila diantaranya telah 
bercerai, maka bagi pelaku atau pembantu kejahatan ini hanya dapat 
dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari orang lain yang dikenakan 
kejahatan itu. 
 
C. Pertanggungjawaban Pidana 
            Pertanggungjawaban pidana dalam istilah bahasa Inggris disebut sebagai 
responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana 
sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga 
menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu 
masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar 
pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan memenuhi keadilan.29 
Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah 
seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana 
yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu 
bentuk yang menentukan apakah seseornag tersebuut dibebasakn atau dipidana.   
                                                          
29 Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali 
Pers, 2015, hlm-16 
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Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai 
diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara 
subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu.30 Apa 
yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang 
dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh 
hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud 
dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, 
atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan 
perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan 
yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang 
namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang 
menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana 
tersebut tidak mungkin ada.   
          Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban 
dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar 
untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat 
pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan 
olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat 
bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang 
menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.   
                                                          
30 Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, 
Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33 
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          Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas 
legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal 
ini berarti bahwa seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia 
telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada 
hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang 
diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah 
disepakati.31 
         Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban 
pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal 
pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah 
perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah 
seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung 
kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki 
unsur kesalahan atau tidak.   
         Pertanggungjawaban pidana dalam comman law system selalu dikaitkan 
dengan mens rea dam pemidanaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana 
memiliki hubungan dengan kemasyrakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban 
dengan masyarakat sebagi fungus, fungsi disni pertanggungjawaban memiliki 
daya penjatuhan pidana sehingga pertanggubgjawaban disini memiliki fungsi 
control sisosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain 
hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan 
                                                          
31 Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung 
jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68 
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dengan mens rea, bahwa pertanggungjawban pidana dilandasi oleh keadaan suatu 
mental yaitu sebagi suatu pikiran yang salah (a guilty mind).  
         Guilty mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif , yaitu 
seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran 
yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya 
pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana 
harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (no guilty mind) berarti tidak ada 
pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.  Kesalahan 
sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar 
aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang 
melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib 
bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur 
pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi 
seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang 
lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan 
orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagi suatu control karena 
setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani 
pertanggungjawaban pidana.   
         Kitab Hukum Udang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas 
mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam 
KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, 
namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengjaan maupun kealpaan 
tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan 
lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun 
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berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada 
dalam KUHP dapat simpulakan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung 
unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh 
pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan 
tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai 
unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.32 
Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan 
hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu  
sendiri sebab apabila unusur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya 
maka seseornag tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
32 Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta,Rajawali 
Pers, hlm-52 44 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penggelapan Dalam Jabatan Diatur dalam Hukum Posistif Indonesia 
Pasal-pasal yang mengatur Penggelapan dan Bab XXIV Penggelapan KUHP 
adalah sebagai berikut. 
1. Pasal 372 
 Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu 
yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada 
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling 
banyak sembilan ratus rupiah. 
2. Pasal 373 
 Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan 
ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai 
penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana 
denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. 
3. Pasal 374 
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya 
terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian 
atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun. 
4. Pasal 375 
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Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa 
diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, 
pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, 
terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan 
pidana penjara paling lama enam tahun. 
5. Pasal 376 
Ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan 
dalam bab ini. 
6.  Pasal 377 
(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan 
dalam Pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan supaya 
putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 
1-4. 
 (2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian maka dapat dicabut 
haknya untuk menjalankan pencarian itu. 
         Penggelapan dalam Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki 
suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam 
kekuasaannya bukan karena kejahatan. Buku II KUHP mengatur tentang 
kejahatan, diantaranya adalah penggelapan. Penggelapan terdiri dari 6 pasal 
(372-377), yaitu : 
 
1. Penggelapan dalam bentuk pokok, pasal 372. 
2. Penggelapan ringan, pasal 373. 
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3. Penggelapan yang diperberat, pasal 374 dan pasal 375. 
4. Penggelapan dalam kalangan keluarga, pasal 376. 
5. Penggelapan pasal 377. 
        Selain jenis-jenis penggelapan di atas, masih ada tindak pidana lain mengenai 
penggelapan, yaitu Pasal 415 dan 417 merupakan kejahatan jabatan, yang kini 
ditarik ke dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-undang No.20 
Tahun 2001 tentang Korupsi. Jenis Penggelapan tersebut tidak diatur di dalam bab 
XXIV KUHP, melainkan diatur secara tersendiri dalam bab XXVIII yang 
mengatur mengenai kejahatan jabatan. Berikut adalah penjelasan jenis-jenis 
penggelapan yang tertuang dalam Bab XXIV Buku II KUHP, yaitu; 
1. Pasal 372 KUHP 
Penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP merupakan tindak pidana 
penggelapan dalam bentuk pokok, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan 
sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang yang 
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam 
kekuasaanya bukan karena kejahatan, diancam penggelapan, dengan hukuman 
penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh 
rupiah”.  
         Menurut Lamintang, sudah beradanya suatu benda dalam penguasaan 
pelaku secara melawan hukum, merupakan ciri utama dari tindak pidana 
penggelapan dalam pasal 372 KUHP. Hal tersebut yang membedakan tindak 
pidana penggelapan dengan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 
362 KUHP, yakni karena dalam tindak pidana pencurian itu, pada saat pelaku 
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melakukan perbuatan “mengambil”, benda yang di ambil itu harus masih 
berada dalam penguasaan pemiliknya. 
     2. Pasal 373 KUHP 
         Tindak pidana ringan ialah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam 
pasal 373, yang berbunyi: “Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 
apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh 
lima rupiah, dikenai sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling 
lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.  Tindak pidana 
penggelapan pada pasal 373 KUHP di atas, didalam doktrin juga disebut 
sebagai (gepriviligeerde verduistering), yakni tindak pidana penggelapan 
dengan unsur-unsur yang meringankan. Unsur-unsur yang meringankan 
tersebut ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan adalah 
benda bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 25,00 (dua puluh lima 
rupiah). 
3. Pasal 374 KUHP 
Penggelapan diperberat pertama, ialah penggelapan dalam Pasal 374 KUHP 
yang berbunyi : “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya 
terhadap benda, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena suatu 
pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam pidana paling lama 
lima tahun”.  Rumusan tersebut terdapat unsur-unsur yang memberatkan. 
Unsur tersebut yaitu : pertama, karena adanya hubungan kerja. Kedua, karena 
pencariannya. Ketiga, karena mendapatkan upah. Beradanya benda ditangan 
seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, adalah hubungan yang 
sedemikian rupa antara orang yang menguasai benda dengan benda tersebut.  
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        Penggelapan diperberat kedua, ialah dalam pasal 375 KUHP yang 
berbunyi : “Penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena 
terpaksa telah dititipkan kepada mereka atau oleh wali, curatur. Kuasa untuk 
mengurus harta benda orang lain, pelaksana dari suatu wasiat, pengurus dari 
badan-badan amal atau yayasan-yayasan atas benda yang karena kedudukan 
mereka telah menguasai benda tersebut, di hukum dengan pidana selama enam 
tahun”.  Rumusan penggelapan pemberatan dalam pasal 375 KUHP tersebut, 
terdiri dari unsur-unsur khusus yang sifatnya memberatkan, yakni beradanya 
benda objek penggelapan di dalam kekuasaan petindak disebabkan karena, 
seorang kepada siapa benda itu karena terpaksa telah dititipkan, seorang wali, 
seorang pengampu, seorang pelaksana dari sebuah wasiat dan seorang 
pengurus dari lembaga badan amal atas yayasan. 
     4. Pasal 376 KUHP 
         Tindak pidana penggelapan dalam keluarga, oleh pembentuk Undang-
undang telah diatur dalam pasal 376 KUHP, yang berbunyi : “Ketentuan yang 
diatur dalam pasal 376 KUHP itu, berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diatur 
dalam bab ini”. Kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, 
pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga 
maka dapat menjadi: 
a. Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun 
terhadap pelaku pembantunya (pasal 367 ayat 1). 
b. Tindak pidana aduan, tanpa ada pengaduan baik terhadap petindaknya 
maupun pelaku pembantunya tidak dapat dilakukan penuntutan (pasal 367 
ayat 2). 
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         Dalam pengaduan, tentang terjadinya tindak pidana penggelapan yang 
dilakukan oleh orang-orang yang dimaksud dalam pasal 367 ayat (2) KUHP, 
disamping menyebutkan peristiwa tindak pidana, pengadu harus menyebutkan 
nama orang atau orang-orang yang diduga telah merugikan dirinya. 
     5. Penggelapan pasal 377 
a. Pada waktu pemidanaan karena salah satu kejahatan yang dirumuskan 
dalam pasal 372, 374 dan 375 diatas, hakim dapat memerintahkan supaya 
putusan diumumkan dan dicabutnya hakhak tersebut sesuai pasal 35 KUHP 
No.1-4. 
b. Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan mata pencariannya, maka 
dapat dicabut haknya untuk pencarian itu. 
 
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan 
merujuk pada  Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Tgl 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa perbuatan terdakwa dengan 
dakwaan: 
1 .  Dakwaan  Primair  :  
         Bahwa ia terdakwa ANH Bin AJ yang bekerja di CV.Tuton dibagian 
marketing sebagai sales pada tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 
12 September 2018 atau setidak-tidaknya antara bulan Desember 2017 sampai 
dengan bulan September 2018 atau setidak tidaknya pada tahun 2017 sampai 
dengan tahun 2018 bertempat di kantor CV.Tuton dijalan Teuku Umar 9 
Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal atau setidak-
tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
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Pengadilan Negeri Tegal, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang 
lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang 
dilakukan orang yang memegang barang itu berhubungan dengan 
pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapatkan upah uang. Perbuatan 
tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : 
a. Bahwa ia terdakwa ANH Bin AJ pada waktu dan tempat sebagaimana 
seperti tersebut diatas yang bekerja di CV.Tuton dibagian marketing sebagai 
sales sejak tanggal 11 Januari 2011 sesuai surat pengangkatan 
No.0120/SPKT/HDR /XI/2011 tanggal 1 Januari 2011 dengan gaji perbulan 
Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang 
operasional Rp.25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) setiap 
minggunya dan uang insentif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 
setiap bulannya yang mempunyai tugas menjual barang barang milik kantor 
serta melakukan penagihan kepada toko-toko / konsumen yang telah 
membeli barang barang serta menyerahkan / menyetorkan uang hasil 
penjualan kepada CV.TUTON. 
b. Bahwa terdakwa telah menjual barang barang ketoko toko yang telah 
membayar lunas kepada terdakwa tetapitidak disetorkan kepada CV. 
TUTON salah satunya adalah : 
1) TOKO BARU Bumiayu yang telah dikirim pada tanggal 05 desember 
2017 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17 desember 2017 berupa 
Permen BIGBABOL sebanyak 84 karton dan Permen MENTHOS 
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sebanyak 3 karton dengan harga Rp.13.782.600,- (tiga belas juta tujuh 
ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) 
Pengkajian mengenai kesalahan pertanggungjawaban pidana, selain 
dilakukan terhadap hukum yang berlaku, juga terhadap hukum yang di cita- 
citakan. Sekalipun hingga kini dalam hukum pidana Indonesia, asas ‘tiada 
pidana tanpa kesalahan‘, masih merupakan asas hukum yang tidak tertulis, 
tetapi hal ini telah mendapatkan penegasan dalam rancangan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Tahun 2004 (Rancangan KUHP). Demikian misalnya 
dalam Pasal 35 Ayat (1) Rancangan KUHP di rumuskan, “tidak seorang pun 
dapat di pidana tanpa kesalahan”.33         
Pertanggungjawban  sebagai  konsep yang  mendasari  penyusunan 
rancangan KUHP, secara eksplisit tampak dalam penjelasan Pasal 35 
rancangan KUHP. Di katakan bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak 
termasuk pertanggungjawaban  pidana.  Dengan  demikian,  Rancangan  
KUHP  mengikuti  konsep  pemisah antara tindak  pidana sebagai 
pemisahan antara tindak  pidana sebagai criminal act dan 
pertanggungjawaban pidana sebagai criminal responsibility,  oleh  karena  itu  
kajian  mengenai  pemisah  antara tindak  pidana dengan pertanggung-
jawaban pidana ini, juga di letakkan dalam perspektif usaha pembaharuan 
pidana indonesia. 
Menurut aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana 
berfungsi berbagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang 
                                                          
33 Chairul Huda, Op. Cit., hlm 9. 
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sehingga sah dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena 
perbuatannya, dimana wujud celaan tersebut pemidanaan. Tekanannya justru 
melegitimasi tindakan penegakan hukum untuk menimpakan nestapa pada 
pembuat tindak pidana. Dengan keharusan untuk tetap menjaga keseimbangan 
antara tingkat ketercelaan seseorang karena melakukan tindak pidana dan 
penetuan berat ringannya nestapa pada pembuat pidana. Dengan keharusan 
untuk tetap menjaga keseimbangan antara tingkat ketercelaan seseorang 
kerena melakukan tindak pidana penentuan berat ringannya nestapa yang 
menjadi konsekuensinya. 
Berdasarkan hal ini diatur tentang pertanggungjawaban pidana justru 
didesain dalam perpektif  positif  yaitu sebagai objek regulasinya adalah 
aparat negara.  Dalam  hal  ini aparat  negara  yang  berwenang  
mengkualifikasi adanya kesalahan pada diri seseorang. 
Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, apabila dilihat dari 
konsep sistem  hukum  sebagimana  dikemukakan  hart  juga   
menyebabkan  kedua hal tersebut berada pada struktur aturan yang berpisah. 
Konsep Pertanggungjawaban pidana   berkenaan  dengan   mekanisme   yang   
menentukan  pada   dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama 
berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, positif 
maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu sekalipun 
penuntutan umum tidak membuktikannya. 
Sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang berdasarkan 
pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk 
memasuki masalahanya lebih dalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban 
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menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai 
keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut kini diajukannya untuk 
sebagai alasan penghapusan kesalahannya lebih jauh dari pada itu, sekalipun 
terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapusan 
kesalahan, tetapi tetap di perlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada 
pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap 
berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan 
penghapusan kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasarhal  itu,  tidak  
dilakukannya,  akan  membawa  perubahan  mendasar  dalam proses 
pemeriksaan perkara di pengadilan. 
Menentukan pertanggungjawaban pidana hakim harus 
mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak memasukkan dalam surat 
dakwaan oleh penuntut umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai 
alasan pembelaan. Maka mengakibatkan perlu sejumlah ketentuan tambahan 
mengenai hal ini, baik dalam hukum pidana materil (KUHP), apalagi dalam 
hukum formalnya (KUHAP). 
Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. 
Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh di lakukan dan 
perbuatan yang tidak boleh dilakukan, kemampuan pembuat untuk 
membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh 
dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan 
dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat di 
pertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing 
kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang di tentukan oleh hukum. 
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Padanya di harapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang di tentukan 
oleh hukum. 
Dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ini berarti pembuat 
memenuhi syarat untuk ada suatu dipertanggungjawabkannya. Mengingat asas 
“tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” maka pembuat dapat 
dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan dengan demikian, 
kedaaan batin pembuat yang normal akalnya mampu membedakan perbuatan 
yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dengan kata lain mampu 
bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian 
kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat  kesalahan, sehingga 
bukan merupakan bagian dari kesalahan  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  
terhadap  subjek  hukum  manusia, mampu  bertanggungjawab  merupakan  
unsur  dari  suatu  pertanggungjawaban pidana sekaligus syarat adanya 
kesalahan. 
Bentuk-bentuk alasan dalam penghapusan kesalahan pertanggung 
jawaban pidana: 
a   Keadaan yang pertama merupakan keadaan yang dalam doktrin common 
law  di  kenal  dengan  automatism,  yaitu  terpenuhinya  rumusan  tindak 
pidana  di  luar  kehendak  atau  tanpa  didasari  pembuatnya  sedangkan 
automatis merupakan setiap keadaan di dalam mana pembuat  itu tidak 
menyadari perbuatannya atau ketika sebagai tindakan berasal 
daripikirannya. 
c. Keadaan kedua lebih merupakan masalah yang di kenal sebagai mistake of 
law. Pembuat telah keliru dalam mepertimbangkan pemberi pertimbangan 
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tentang apa yang telah di lakukannya. Kekeliruan ini tertuju pada 
pengetahuannya tentang hukum. Terkait doktrin common law pada umumnya 
hal ini tidak di pandang defence. Dengan demikian hal ini pun berkenaan 
dengan “penggunaaan fungsi batin yang salah” dan bukan keadaan bati yang 
tidak norma. 
d. Keadaan yang ke tiga, merupakan keadaan yang mana pembuat 
melakukantindak   pidana   karna   daya   paksa.   Hal   ini   sebenarnya 
menyangkut fungsi dan bukan keadaan batin yang tidak normal. Dengan kata  
lain,  membuat  tindak  pidan  tersebut  secara  involuntary.  Pembuat tidak 
dapat mengontrol penuh kehendaknya karena terdapat sesuatu yang bersifat 
paksaan dari luar, sehingga tidak dapat berbuat lain selain melakukan  tindak  
pidana.  Fungsi  batinnya  tidak  normal,  sementara keadaan batinya sendiri 
sebenarnya normal dalam hal ini, persoalannya justru berkenaan dengan 
alasan penghapusan kesalahan. Sifat dapat dicelanya  pembuat  menjadi  
hilang  karena  tindak  pidana  yang dilakukannya terjadi secara involuntary. 
e. Keadaan yang ke empat, adalah keadaan yang dalam common law di kenal 
dengan  mistake  of  fact.  Pembuat  dapat  membedakan  perbuatan  yang 
terlarang dari yang boleh di lakukan, tetapi penilaiannya terhadap fakta 
menyebabkan dia yakin bahwa yang di lakukannya bukanlah suatu tindak 
pidana. Menurut hemat penulis, hal ini pun bukan yang berkenaan dalam 
keadaan batin atau mentor pembuat sendiri melainkan, tetapi dengan hal 
itu   perbuatannya   dengan   demikian   ini   juga   terkait   dengan   alasan 
penghapus kesalahan dan bukan syarat penghapus. 
Berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan bahwa kesalahan pada 
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subjek hukum manusia,  baru dpat  dinilai apakah ada atau tidak,  jika 
terlebih dahulu dapatdi pastikan kenormalan keadaan batin atau mental 
pembuat. Hal ini menjadi syarat internal kesalahan. Syarat internal ini umunya 
dalam literatur di pahami bahwa pembuat mampu bertanggungjawab.  
Bentuk  pertanggungjawaban terdakwa merujuk pada putusan Putusan 
Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Tgl yang  telah  melakukan perbuatan penggelapan 
dalam jabatan yang menimbulkan kerugian pada korban sebesar 
Rp.135.376.335 (seratus tiga puluh lima juta, tiga ratus tujuh puluh enam ribu 
tiga ratus tiga puuh lima rupiah) dan terdakwa tidak bisa mengganti secara 
keseluruhan atau sebagian.  
Akibat perbuatan penggelapan dalam jabatan (pekerjaan) tersebut 
terdakwa menjalani penjara seperti amar putusan majelis hakim yang 
menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (nam) bulan. Majelis 
hakim tidak menemukan hal-halyang dapat menghapuskan pertanggung-
jawaban pidana baik, sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa Pemidanaan yang di 
jatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan 
terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari 
seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan yang sekarang ini, 
Makna pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai langkah pengamanan 
dan penertiban bagi kehidupan masyarakat terutama adalah sebagai langkah 
memberikan pendidikan batin/mental, moralitas religi bagi siterpidana dan 
melaksanakan kewajiban yang telah diberikan kepada dia selaku karyawan 
swasta. 
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Mengenai penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi Hakim dan 
proses peradilan belaka. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting 
bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. 
Salah satu unsur yang harus dipegang agar proses penegakan hukum berjalan 
lancar, adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum. 
Kemungkinan besar hal itu tidak akan tercapai apabila penjatuhan hukuman 
terlalu besar variasinya. Hal  ini  juga  menyangkut  masalah  keadilan 
(’kesebandingan’),  yang  biasanya diharapkan akan datang dari pengadilan 
sebagai lembaga atau peradilan sebagai suatu   proses.   Selama   lembaga   
tersebut   tidak   memperhatikan   akibat   dan penjatuhan hukuman, maka 
akan sulit untuk melembagakan kepercayaan warga masyarakat kepada 
pengadilan. Yang di harapkan oleh bagian terbesar dan warga masyarakat 
adalah, bahwa hukuman yang di jatuhkan benar-benar menimbulkan perubahan  
yang  signifikan  terhadap penurunan kejahatan penggelapan dalam jabatan 
yang terjadi di masyarakat. 
Pertanggungjawaban  pidana  itu  harus  melihat  konteks  perbuatan  
dan kondisi perbuatannya terkait putusan pemidanan terhadap terdakwa ANH 
bin AJ selama 1 Tahun 3 bulan yang menimbulkan kerugian pada korban 
sebesar Rp. 135.376.335 (seratus tiga puluh lima juta, tiga ratus tujuh puluh 
enam ribu tiga ratus tiga puuh lima rupiah) dinilai cukup mencerminkan suatu 
keadilan dan tujuan pemidanaan itu sendiri.  
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C. Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Bagi 
Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan dalam Putusan No. 43/Pid.B/2019/ 
PN.Tgl 
          Setiap Hakim dalam menjalankan tugas menegakkan keadilan, mempunyai 
kebebasan yang secara mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi 
pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak 
semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai 
dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.  
         Fakta-fakta hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi dan 
barang bukti yang ditemukan di persidangan baru kemudian dapat diketahui motif 
terdakwa melakukan tindak pidana, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana 
dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.  
        Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara 
juga tidak terlepas dari pedoman dan batasan maksimum dan juga minimum serta 
kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa 
maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara 
terhadap pelaku tindak pidana dimana dalam penelitian ini tindak pidana 
penggelapan dalam jabatan harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam 
melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari 
perbuatan penggelapan dalam jabatan tersebut. 
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        Apabila terdakwa melakukan perbuatan dengan disengaja melakukan 
penggelapan jabatan tersebut, maka hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk 
memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhkan. 
         Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini Majelis 
Hakim mempertimbangkan dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan 
saksi, dan keterangan terdakwa, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan 
unsur delik dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Adapun 
yang menjadi pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam 
jabatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut: 
1. Menimbang, bahwa adanya bebarapa orang saksi yang telah didengar 
keterangannya dibawah sumpah.  
2. Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa.  
3. Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa saling 
menunjukkan kesesuaian, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana, 
melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan (pekerjaan)”. 
4. Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa akan dijatuhi 
pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperlihatkan hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut: 
a. Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap harta benda 
yang menyebabkan kerugian materil bagi korbannya, tindak pidana 
penggelapan berasal dari adanya kepercayaan yang diberikan namun 
disalahgunakan akibat rendahnya suatu kejujuran. Tindak pidana 
penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, kemudian diatur lebih 
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lanjut pada Pasal 374 KUHPidana mengenai penggelapan dalam hubungan 
kerja. Sebelum menguraikan mengenai penerapan hukum pidana terhadap 
pelaku tindak pidana penggelapan jabatan dalam hubungan kerja di 
CV.Tuton dalam Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Tgl. 
b. Unsur memegang barang berhubungan dengan pekerjaaan atau jabatan atau 
karena mendapat upah uang, terpenuhi, dengan alat bukti sebagai berikut: 
1) Keterangan saksi – saksi, 
2) Adanya barang bukti yang di sita, 
3) Keterangan tersangka 
c. Keadaan yang Memberatkan:  
Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak korban CV.Tuton 
sebesar Rp. 135.376.335 (seratus tiga puluh lima juta, tiga ratus tujuh 
puluh enam ribu tiga ratus tiga puuh lima rupiah). 
d. Keadaan yang Meringankan: 
1) Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak 
pidana kejahatan (first offender) 
2) Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-
belit 
3) Terdakawa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali 
e. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harusah 
dibebani pula membayar biaya perkara 
f. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kiranya pidana 
yang akan dijatuhkan lebih bersifat prefentif, edukatif dan korektif 
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g. Memperhatikan Pasal 374 KUHP  dan Undang Undang Republik Indonesia 
Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan 
peundang-perundangan lain yang bersangkutan. 
         Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap perkara No. 
Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Tgl. berdasarkan beberapa pertimbangan yuridis, 
Hakim terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur dari Pasal 374 KUHPidana 
dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981. Majelis Hakim akan terlebih 
dahulu  mempertimbangkan dakwaannya yaitu melanggar Pasal 374 
KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
a. Barang siapa; 
b. Secara melawan hukum; 
c. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 
lain; 
d. Yang ada padanya bukan karena kejahatan; 
e. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang 
disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau 
karena mendapat upah untuk itu. 
          Unsur-unsur tersebut didasari karena adanya ingkar janji yang dilakukan 
oleh terdakwa dimana kepercayaan yang diberikan oleh CV.Tuton dilanggar dan 
kesepakatan yang terbentuk pada saat penyerahan barang yang terjadi secara sah. 
Selain itu hal utama yang menjadi dasar utama dilakukan pelaporan ialah karena 
kerugian yang dialami oleh CV.Tuton sebesar Rp. 135.376.335 (seratus tiga 
puluh lima juta, tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puuh lima 
rupiah). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
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Pidana dalam butir 24 dan 25, perkara penggelapan lebih cocok jika dilakukan 
pengaduan bukan laporan yaitu di mana dasar utama dari pengajuan perkara 
tersebut ialah kerugian sebagai hasil dari penggelapan tersebut.34  
 
D. Pembahasan 
1. Tindak pidana pengelapan diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di 
dalam Pasal 372 – Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
         Merujuk pada putusan perkara nomor  43/Pid.B/2019/PN.Tgl,  terdakwa 
ANH Bin AJ yang bekerja di CV.Tuton dibagian marketing sebagai sales 
dinyatakan bersalah melanggar Pasal 374 KUHP. Terdakwa  melakukan 
kejahatan yang diancam dengan hukuman yang lebih berat. Bentuk-bentuk 
penggelapan yang diperberat diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP.   
        Pasal 374 KUHP mengatakan bahwa "Penggelapan dilakukan oleh orang 
yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya 
atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima 
tahun". 
         Rincian rumusan Pasal 374 KUHP pada prinsipnya terdiri semua unsur 
penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372). Faktor yang menyebabkan lebih 
berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan 
CV.Tuton yang diberikan pada ANH Bin AJ selaku staf Marketing yang 
menguasai benda yang digelapkan yakni Permen Bigbabol, Permen Menthos 
dan Permen Alpen Loly milik CV.Tuton.   Adapun unsur-unsur khusus yang 
                                                          
34 Justisi Devli Wagiu. “Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif dalam Perkara 
Tindak Pidana Penggelapan”. Lex Crimen. Volume 4 Nomor 1 Maret 2015 
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memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak, yang  
disebabkan (1) karena ada hubungan kerja, (2) karena mata pencaharian, dan 
(3) karena mendapatkan upah untuk itu.  
         Beradanya benda-benda seperti Permen Bigbabol, Permen Menthos dan 
Permen Alpen Loly milik CV.Tuton di tangan ANH Bin AJ selaku staf 
Marketing yang disebabkan oleh ketiga hal di atas, adalah hubungan yang 
sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukan 
kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan 
yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya 
bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu. 
2. Pertanggungjawaban  pidana  dalam konteks  perbuatan  dan kondisi 
perbuatannya merujuk pada putusan  Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Tgl.  
         Pertanggungjawbana atas tindak pidana yang dilakukan oleh ANH Bin 
AJ selaku staf Marketing CV.Tuton adalah  untuk  menentukan  kesalahan  
dari  penggelapan jabatan yang  dilakukannya, pertanggungjawaban pidana 
criminal liability artinya adalah bahwa ANH Bin AJ yang telah melakukan 
penggelapan, maka demikian belum berarti ia harus dipidana,  melainkan  
ANH Bin AJ harus  mempertanggungjawabkan  atas  penggelapan yang 
dilakukan. Apabila ditemukan unsur-unsur penggelapan yang terkandung 
dalam Pasal 374 KUHP dan terbukti berdasarkan alat bukti dan barang bukti, 
maka sanksi terhadap perbuatan ANH Bin AJ bisa dikenakan. 
        Menurut Hart tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dilihat dari 
sistem  konsep  hukum  adalah  tindak  pidana  dan  pertanggungjawaban 
pidana berada pada struktur aturan yang terpisah. Dengan demikian, 
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dipisahkan antara aturan hukum primer yang berisi aturan tentang berperilaku, 
dan aturan hukum sekunder yang di antaranya berisi tentang reaksi  negara  
atas  perilaku  yang  menyimpang  dari standar  yang  telah ditetapkan.35 
         Pertanggungjawaban pidana merujuk pada putusan  Nomor 
43/Pid.B/2019/PN.Tgl. adalah pemidanan terhadap terdakwa ANH bin AJ 
selama 1 Tahun 3 bulan yang menimbulkan kerugian pada korban sebesar 
Rp.135.376.335 (seratus tiga puluh lima juta, tiga ratus tujuh puluh enam ribu 
tiga ratus tiga puuh lima rupiah) dinilai cukup mencerminkan suatu keadilan 
dan tujuan pemidanaan itu sendiri.  
3. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dalam putusan perkara Nomor 
43/Pid.B/2019/PN.Tgl.  
       Pertimbangan secara yuridis, artinya Hakim terlebih dahulu menguraikan 
unsur-unsur dari Pasal 374 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 
1981. Dalam perkara tersebut, mempertimbangkan dakwaannya melanggar 
Pasal 374 KUHPidana. Unsur-unsurnya yakni (a) barang siapa; (b) secara 
melawan hukum; (c) memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain;  (d) yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya 
terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena 
pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Pertimbangan lain, yakni (1) 
dakwaan jaksa penuntut umum, (2) keterangan saksi, (3) keterangan terdakwa, 
(4) barang-barang bukti, (5) pasal-pasal dalam Undang-Undang Hukum 
Pidana. 
                                                          
35 Chairul  Huda. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Prenada Media Group. 2006. hlm 
18-19. 
56 
 
 
 
         Seseorang dapat di jatuhkan sanksi pidana ketika seseorang tersebut 
melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, setelah 
itu barulah dapat diketahui jenis sanksi apa yang tepat, seberapa berat dan 
lamanya waktu pidana yang dapat dijatuhkan ke pada seseorang. Sebelumnya 
terlebih dahulu harus kita ketahui secara umum tahapan-tahapan seseorang dapat 
di jatuhi Pidana. Pertama – tama, seseorang dapat di jatuhi pidana ketika dia telah 
melakukan perbuatan tindak pidana. Kedua, setelah diketahui seseorang 
melakukan perbuatan tindak pidana, dia harus diperiksa apakah dia dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana atau tidak. Ketiga, bila telah diketahui sesorang 
tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban barulah seseorang dapat dipidana.  
        Setelah diketahui seseorang telah melakukan tindak pidana selanjutnya 
seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana 
memiliki dua syarat yaitu syarat eksternal dan syarat internal. Syarat eksternal dari 
pertanggungjawaban pidana adalah melakukan tindak pidana, sedangkan syarat 
internal dari pertanggungjawaban pidana adalah memiliki kesalahan. Jadi 
seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya karena dia telah 
melakukan tindak pidana tetapi juga seseorang tersebut melakukan kesalahan.  
         Ada teori kesalahan normatif yaitu tiada pertanggungjawaban pidana tanpa 
kesalahan dan tiada pidana tanpa kesalahan. Unsur-unsur dari kesalahan 
diantaranya adalah : (1) Mampu bertanggung jawab, (2)  Kesengajaan/kealpaan, 
(3)  Tidak ada alasan pemaaf. 
         Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi “Barangsiapa melakukan 
perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat 
dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Seseorang 
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dikatakan mampu bertanggungjawab bila : (1) mampu menginsyafi makna 
senyatanya dari perbuatan yang dia lakukan, (2) mampu menginsyafi bahwa 
perbuatannya tidak patut dalam masyarakat, (3) mampu menentukan niat dari 
kehendak yang dia lakukan.  
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan uraian dalam bab hasil pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Tindak pidana pengelapan diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di 
dalam Pasal 372 – Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan merujuk pada Putusan 
Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Tgl. adalah terdakwa yang terbukti secara sah dan 
meyakinkan melanggar Pasal 374 KUHP.  
2. Pertanggungjawaban  pidana  dalam konteks  perbuatan  dan kondisi 
perbuatannya merujuk pada putusan  Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Tgl. 
pemidanan terhadap terdakwa ANH bin AJ selama 1 Tahun 3 bulan yang 
menimbulkan kerugian pada korban sebesar Rp. 135.376.335 (seratus tiga 
puluh lima juta, tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puuh lima 
rupiah) dinilai cukup mencerminkan suatu keadilan dan tujuan pemidanaan itu 
sendiri.  
3. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap perkara Nomor 
43/Pid.B/2019/PN.Tgl. secara yuridis, artinya Hakim terlebih dahulu 
menguraikan unsur-unsur dari Pasal 374 KUHPidana Undang Undang Nomor 
8 Tahun 1981. Dalam perkara tersebut, dipertimbangkan dakwaannya 
melanggar Pasal 374 KUHPidana. Unsur-unsurnya yakni (a) barang siapa; (b) 
secara melawan hukum; (c) memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau 
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sebagian kepunyaan orang lain;  (d) yang dilakukan oleh orang yang 
penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau 
karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.  
 
B. Saran 
1. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengingat 3 (tiga) hal yang menjadi 
tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Selain itu hakim 
juga harus memenuhi hak asasi dari terdakwa agar suatu proses persidangan 
tidak memakan biaya dan waktu yang sangat lama.  
2. Adanya berbagai penafsiran tentang lingkup penyalahgunaan jabatan membuat 
kesulitan dalam penegakan hukum bagi hakim terhadap tindak pidana 
penyalahgunaan jabatan yang berlaku sekarang ini, sehinggga perlu untuk 
memperjelas dalam perundang-undangan yang berlaku sekarang ini terhadap 
indak pidana penyalahgunaan jabatan. 
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